
WALI KOTA BEI(ASI

TENTANG

TINDAKL/\NWT LI\PORAI{ HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAII I{OTA BEKASI DI LOI(ASI
TEMPAT PEMROSESAN AXITTR (TpAl DAN INSTALASI pEItciOLAHAN

LIMBAII TERPADU (IPLTI DI KELURAIIAN SUMUR BATU KOTA BEKASI
PENGN)AAN TAHUIY ANGGARAN 2OOO

Menimbang

b

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil
Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Bekasi di Lokasi Tempat pemrosesan
Akhir (TPA) dan Instalasi pengolahan iimbah Terpadu
UPLT) di Kelurahan Sumur Batu Kota Bekasi
l:-"S:lff Tahun Anggaran 2000 Nomor Zooltg_
LHA/ITKO tanggat 28 Mei 2O2t;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Iistruksi
Wati. foJq Bekasi agar perangkat 6aerah segera
menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu
atas Pengelolaan Lahan pemerintah Kota Bekasi di
Lokasi Tempat pemrosesan Akhir (TpA) dan Instalasi
Pengolahan Limbah Terpadu [pLT) 

'di 
Kehrrahan

Sumur Batu Kota Bekasi pengadaan iahun Anggaran
2000.

Undang-Undang Repubtik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Oi4 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor.5587) sebagaimana [elah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan -Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia f"frr., ZO t SNomor 58, Tambahan kmbaran Negara iepublik
Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2Ul2 tentang pengadaan Tanah pembangunan untuk
Kepentingan_ Umum (Lembaran lVeg#a Republiklndonesra Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52g0);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997_ tentang pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun f sSZ Nomo;5st;
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4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
s47);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16
Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 201g
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 201g Nomor 16 deri E);

8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 201gtentang Tata Cara penyediaan dan penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan
I:illl.,", ^ 

perdagangan dan rndustri Kepadayemerrntah Daerah (Lembaran Daerah Kota BekasiTahun 2018 Nomor 44 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor T4 Tahun 2019tentang Sistem dan prosedur pemanfaatan BarangMilik Daerah Kota Bekasi lt embaran 

- 

Oaerah KotaBekasi Tahun 2019 Nomor 74 Seri E); ---
10. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.300-BPKAD/VIII/20l9 tentang pengamanan Baiang MilikDaerah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

Inspektur Kota Bekasi.Kepada

Untuk

KESATU Kegaja. Irban Bidang pencegahan dan Investigasi untukmelakukan audit rnvestrgast atas indikasipenyalahgunaan wewenang dan kelalaian dalampenerbitan penerbitan Saliian Akt" j;;-B.ji Nomors4LlBp/tx/re80 dan Akta Jual B; N;;.r:31/2ot3
Iil! ,i9"k 

.teregister pada buku ..gi"d-.it" eeer
^ec€unatan Bantareebang yang ditandatangani pejabatPPAT Kecamatan Bantargebang tahun 2Ol3 dandisakiskan Lurah sumurdatu "a"rr -S"Lt"ri*. 

LurahSumurbatu tahun 2013 serta Aparatu. Sipif N.grr. y".rgturut serta dalam mengurus proses pembuatan AJB;



KEDUA Memproses dan menindaklanjuti
ketentuan yang berlaku.

sesuar dengan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
I t.hi 2ozt

BEI(ASI,

DT. RAHMATdFFEITDI

Tembusan:
Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.


